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Indonesia yang Berkeadilan Sosial tanpa Diskriminasi i

KATA PENGANTAR

“MEMBANGUN INDONESIA YANG BERKEADILAN
SOSIAL TANPA DISKRIMINASI”

Perkembangan pembangunan paska Reformasi menunjukkan semakin
melebarnya ketimpangan kesejahteraan dan ketidakadilan diantara
berbagai daerah dan berbagai kelompok masyarakat sebagai salah satu
dampak otonomi daerah yang belum optimal. Hal ini juga didorong oleh
sitem politik yang menyuburkan praktek oligarchy dikarenakan budaya
paternasiltik yang masih sangat kental. Perbenturan antara sistem
demokrasi yang menuntut adanya persamaan hak dan kebebasan individu
disatu sisi dan budaya paternalistic dan oligarchy disisi lain mengakibatkan
terjadinya “political chaos” yang menguras waktu, tenaga bahkan resources.
Pembentukan berbagai lembaga non/extra struktur yang kurang relevan
juga mengakibatkan pemborosan keuangan negara. Kondisi externalities
inilah telah menyandera program nawacita Presiden Jokowi untuk
membangun pemerintahan yang bersih dan melakukan reformasi sistem
politik. Bersamaan Dies Natalis UT yang ke 32 yang mengambil tema Empat
Windu Membangun Negeriku, FISIP-UT mempersembahkan kompilasi
tulisan kritis dari Dosen FISIP UT untuk berpartisipasi mendorong critical
mass dengan topik Membangun Indonesia yang Berkeadilan Sosial Tanpa
Diskriminasi.

Mengutip dari Rawl (1999) Justice rules out that similarities and differences
among persons are relevant in determining rights and duties and they
specify which division of advantages is appropriate. Keadilan merupakan
manifestasi dari “fairness and equity” sehingga tidak hanya secara komutatif
dan distributif membagikan kesejahteraan oleh negara namun lebih jauh
harus meletakkan keadilan pada aspek yang lebih luas memberikan
kebebasan manusia sebagai subjek dalam merumuskan keadilan tersebut.
Buku ini mengkaji berbagai aspek keadilan sosial dalam usaha untuk
menyumbangkan pemikiran merumuskan hakikat keadilan sosial bagi
seluruh masyarakat Indonesia.
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Saya mengucapkan terima kasih kepada Rektor UT yang telah mendorong
Dosen FISIP untuk mempublikasikan hasil karya intelektualnya dalam bentuk
buku ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Tim Editor yang
telah bekerja keras untuk terwujudnya buku ini. Buku ini mengadopsi lisensi
Creative Common dengan kondisi Attribution, Non Commercial dan No
Derivative (CC BY NC ND) yang memberikan keleluasaan pembaca untuk
menggunakan isi dalam buku ini untuk tujuan non komersial dan tidak
melakukan perubahan isi dan makna. Semoga hadirnya buku ini dapat

memberikan sedikit sumbangan pemikiran dalam proses pemaknaan
Keadilan Sosial di Indonesia.
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Pedagogi Feminis dalam Pendidikan Politik
untuk Perempuan di Indonesia

Made Yudhi Setiani
Pendahuluan

Di banyak negara, ada kekhawatiran bahwa proses politik kurang
terwakili dalam arti bahwa ia gagal untuk mencerminkan karakteristik dari
sejumlah orang. Anggota legislatif didominasi oleh anggota kelas menengah
dan laki-laki (Kymlicka, 1995). Perempuan dan kelompok minoritas di
banyak negara menduduki kurang dari sepertiga dari kursi di parlemen (lihat
Inter-Parliamentary Union, 2010). Parlemen akan dapat mewakili populasi
perempuan dan minoritas jika parlemen mempunyai lebih banyak anggota
dari kelompok ini. e

Terbatasnya jumliah perempuan yang memasuki arena politik karena
kendala yang mungkin dihadapi oleh perempuan pada umumnya di dunia
dalam memasuki bidang politik. Hambatan tersebut dapat dikategorikan
terjadi karena faktor politik, sosial-ekonomi, ideologi, psikologi, dan sosial-
budaya (Shvedova, 2005). Dalam ranah politik, hambatan meIiputi;
kecenderungan 'model maskulin' kehidupan politik dan badan pemerintah,
kurangnya dukungan partai dan akses terbatas ke jaringan politik, kurangnya
mempertahankan kontak dan kolaborasi dengan organisasi publik lainnya,
dan sifat dari sistem pemilu, yang mungkin tidak menguntungkan bagi
kandidat perempuan (Shvedova, 2005).

Sementara itu, di ranah sosial-ekonomi, hambatan meliputi: kemiskinan
dan pengangguran, buta huruf dan terbatasnya akses ke pendidikan dan
pilihan profesi, dan beban ganda tugas rumah tangga dan kewajiban
profesional (Shvedova, 2005). Selanjutnya, dalam ranah ideologi dan
psikologi, hambatan meliputi: ideologi gender dari pola budaya dan peran
sosial yang telah ditentukan sebelumnya untuk perempuan dan laki-laki,
kurangnya kepercayaan diri perempuan untuk mengikuti pemilihan,
persepsi perempuan terhadap politik sebagai permainan "kotor", dan
bagaimana perempuan digambarkan di media massa (Shvedova, 2005).

Kurangnya keterwakilan perempuan dalam politik dapat menjadi
problematik dengan alasan-alasan berikut yang saling berkaitan (Clover &
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McGregor, 2011). Pertama, ranah politik tetap menjadi ruang pembuat
kebijakan yang paling penting, di mana keputusan yang diambil setiap hari
dapat mempengaruhi kehidupan perempuan. Kedua, alangkah tidak adil bila
laki-laki memonopoli representasi (Philips, 1998, h. 229). Ketiga, pandangan
dan perspektif perempuan cenderung untuk tetap tidak terdengar, tidak
terwakili, dan di beberapa kasus, diabaikan (Shamshad, 2007, h. 139). Hal
tersebut dapat melemahkan demokrasi dan menghalangi perempuan untuk
menikmati hak dan tanggungjawab yang dinikmati laki-laki. Keempat, tanpa
panutan yang terlihat di dalam ranah politik formal, perempuan muda tidak
dapat membayangkan dirinya sebagai politisi (Clover & McGregor, 2011).

Saat ini, perempuan di Indonesia adalah kelompok mayoritas, tapi
kadang-kadang mereka tidak lebih dari mayoritas bisu (sifent majority) dan
tidak ada dalam proses pengambilan keputusan atau dalam arena politik
(Seda, 2002). Hambatan dasar untuk partisipasi politik perempuan di
Indonesia berbasis pada ideologi, kebiasaan tradisional dan prinsip-prinsip
agama (Davies, 2005).

Kehadiran perempuan dalam politik diperlukan untuk mempengaruhi
proses pengambilan keputusan dalam ranah publik karena perempuan lebih
tahu apa kebutuhan mereka sendiri. Oleh karena itu, kebijakan yang akan
diproduksi untuk kepentingan perempuan akan didasarkan pada kebutuhan
riill mereka, Itulah mengapa saya berpikir program pendidikan politik
diperlukan untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam politik sehingga
mereka dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan
dengan demikian dapat bekerja untuk mengidentifikasi dan memuaskan
kebutuhan perempuan. Untuk merancang program pendidikan politik yang
mungkin sesuai dengan kebutuhan perempuan, saya berpendapat bahwa
pedagogi feminis dapat dijadikan sebagai pendekatan pedagogi, karena
pedagogi feminis mempromosikan pemberdayaan, pembangunan
masyarakat, dan dinamis dan bentuk negosiasi kepemimpinan (Shrewsbury,
1993).

Tulisan ini menganalisis bagaimana pemikiran pedagogi feminis dapat
digunakan untuk membentuk dasar-dasar dan merancang pendekatan
pedagogi yang digunakan untuk program pendidikan politik bagi perempuan
di Indonesia, dalam rangka meningkatkan kesadaran mereka dalam politik.
Tulisan ini hanya menawarkan beberapa prinsip feminis dari banyak prinsip
pedagogi feminis. Tulisan ini disusun sebagai berikut: pertama akan
dijelaskan prinsip-prinsip pedagogi feminis seperti yang telah dikembangkan
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oleh para sarjana seperti Welch (2006), Tisdell (2000) dan Shrewsbury
(1993). Kedua, akan dijelaskan partisipasi politik perempuan di Indonesia.
Ketiga, akan dijelaskan tentang pendidikan politik. Keempat, akan dijelaskan
feminisme di Indonesia. Kelima, akan dianalisis bagaimana menerapkan
pedagogi feminis untuk program pendidikan politik dalam konteks
Indonesia. Keenam, saya akan melihat tantangan dan implikasi dalam
menerapkan pemikiran feminis untuk pendidikan politik dalam konteks
Indonesia. Tulisan ini akan ditutup dengan kesimpulan.

Prinsip-Prinsip Pedagogi Feminis

Terdapat prinsip yang berbeda dari pedagogi feminis dari sarjana yang
berbeda. Prinsip pedagogi feminis dalam tulisan ini adalah prinsip pedagogi
feminis dari Tisdell (2000), Shrewsbury (1993), dan Welch (2006). Pedagogi
feminis adalah teori tentang proses belajar mengajar yang memfasilitasi
perempuan sebagai peserta didik (Tisdell, 2000; Shrewngury, 1993).
Pedagogi feminis mendorong transformasi pribadi dari individu dengan
mencoba untuk memperluas kesadaran, sehingga mereka menjadi lebih
sadar kondisi sosial-budaya dan pengaruh pada diri mereka sendiri.
Pedagogi feminis mendorong kapasitas untuk berpendapat dan mempunyai
harga diri dalam mengkonstruksi dan mengekspresikan pengetahuan baru
dan menjadi penulis penuh dari kehidupan mereka sendiri (Tisdell, 2000).
Melalui diskusi dengan instruktur dan teman sekelas lainnya, peserta didik
dapat mengekspresikan diri mereka sendiri. Mereka memiliki suara mereka
sendiri dan mengembangkannya melalui interaksi diantara mereka.

Pedagogi feminis juga memiliki rasa hormat terhadap keragaman
pengalaman pribadi (Welch, 2006). Pengalaman pribadi adalah penting. Hal
ini berbeda untuk setiap individu dan feminis mendukung perbedaan
individu. Lebih penting lagi, kaum feminis menunjukkan perbedaan gender:
pengalaman hidup untuk anak perempuan dan anak laki-laki, perempuan
dan laki-laki berbeda-baik dari segi nature dan nurture. Pengalaman pribadi
bisa menjadi sumber yang valid dan berharga dalam mengetahui sesuatu,
dan mirip dengan konsep pemberdayaan dari dalam. Selain itu, pedagogi
feminis mendorong transformasi sosial dengan mengundang orang-orang
yang mempunyai pengetahuan menjadi aktor di dunia melalui partisipasi
dalam gerakan perubahan sosial dan diskusi kebijakan publik yang menjaga
kepentingan perempuan dalam pikiran mereka (Tisdell, 2000).




76 Indonesia yang Berkeadilan Sosial tanpa Diskriminasi

Pedagogi feminis melihat ruang kelas sebagai lingkungan bebas dimana
guru dan siswa bertindak sebagai subyek, bukan obyek (Shrewsbury, 1993).
Menjadi subjek berarti bahwa guru dan siswa memperlakukan satu sama
lain dengan hormat. Guru tidak melihat siswa sebagai hal-hal yang dapat
dimanfaatkan. Mereka melihat satu sama lain sebagai manusia yang layak
sebagai manusia. Pedagogi feminis juga berusaha mencari transformasi
penting dari akademi dan mengarah menuju langkah-langkah untuk
memfasilitasi transformasi itu. Menurut Shrewsbury (1993), konsep sentral
dari langkah-langkah ini adalah pemberdayaan, membangun komunitas, dan
kepemimpinan.

Berkenaan dengan pemberdayaan, pedagogi feminis tidak melihat
kekuasaan sebagai dominasi. la melihat kekuasaan sebagai energi, kapasitas,
dan potensi. Tujuan dari kekuasaan sebagai energi, kapasitas dan potensi
adalah untuk meningkatkan kekuatan semua aktor, bukan hanya untuk
sebagian saja (Shrewsbury, 1993). Ini berarti bahwa kekuasaan tidak tgrlihat
sebagai dominasi guru atau instruktur, tetapi siswa juga memiliki
kesempatan untuk mempengaruhi proses belajar mengajar dan untuk
terlibat dengan subjek dalam cara-cara yang bermakna dan menarik untuk
mereka (Chow, 2003). Kelas menjadi lingkungan yang demokratis yang
ditandai dengan pengambilan keputusan bersama dan pembelajaran
kolektif.

Shrewsbury (1993) juga mencatat beberapa fitur dari strategi kelas
dalam pedagogi feminis dalam hal memberdayakan semua aktor. Pertama,
meningkatkan peluang dan kemampuan siswa berkaitan dengan pemikiran
dan tujuan mereka. Kedua, memperluas kemandirian siswa sebagai peserta
didik. Ketiga, meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap kelas dan
terlibat dalam kelas sebagai tempat belajar. Keempat, meningkatkan
ketrampilan dalam perencanaan, negosiasi, evaluasi, dan pengambilan
keputusan. Kelima, mengembangkan rasa percaya diri siswa dan guru
dengan pengakuan implisit bahwa mereka mampu mengembangkan
pelajaran dan menjadi agen perubahan. Keenam, meningkatkan
pemahaman siswa terhadap materi belajar dan membantu mereka
menghargai pemikiran mendalam dan kolaboratif yang dibutuhkan. Hal ini
mungkin adalah fitur yang ideal, kita mungkin tidak selalu mencapainya,
tetapi perjuangan untuk melakukannya adalah yang terpenting.

Strategi pemberdayaan menjadikan siswa menemukan suara mereka
sendiri. Juga, mereka dapat membangun komunitas dengan orang lain dan
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menemukan cara untuk bertindak atas pemahaman mereka (Shrewsbury,
1993). Pedagogi pemberdayaan tidak berarti bahwa instruktur atau guru
tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan lagi. bergerak dari kekuasaan
dominan berkuasa sebagai energi kreatif yang lebih merata di antara para
peserta (Shrewsbury, 1993).

Dalam pedagogi feminis, kelas dipandang sebagai sebuah komunitas
pelajar di mana ada baik otonomi diri dan kebersamaan dengan orang lain
yang kongruen dengan kebutuhan perkembangan baik perempuan dan laki-
laki (Shrewsbury, 1993). Pedagogi feminis juga mencakup strategi
pengajaran yang didasarkan pada konseptualisasi masyarakat yang meliputi
otonomi dan individualitas dari anggota yang berbagi rasa hubungan dan
keterkaitan satu sama lain (Shrewsbury, 1993).

Mengembangkan kepemimpinan juga merupakan fokus dari pedagogi
feminis (Shrewsbury, 1993). Dalam kelas yang menerapkan pedagogi ini,
siswa dapat belajar ketrampilan dalam bernegosiasi dan perencanaan,
karena mereka memiliki kesempatan untuk terlibat dalam mengemﬁangkan
tujuan dan sasaran dari pembelajaran. Siswa dapat belajar bagaimana
mengartikulasikan kebutuhan mereka dan kebutuhan orang lain dan belajar
bagaimana menemukan hubungan antara mereka. Selain itu, mereka juga
dapat belajar bagaimana menganalisis dan mencari alternatif atau bahkan.
memecahkan masalah yang mungkin terjadi di dalam kelas. Peran guru
dalam pedagogi feminis adalah untuk membantu para siswa di kelas
membangun masyarakat dan mengembangkan keterampilan
kepemimpinan, sehingga guru dan siswa dapat bekerja sama dalam kegiatan
belajar mengajar.

Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia

Secara historis, perempuan di Indonesia telah terlibat dalam politik
sejak sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Perempuan
mengadakan Kongres pertama mereka pada tahun 1928, yang mendorong
meningkatnya aktivis nasionalis perempuan. Kongres tersebut memainkan
peran penting dalam meningkatkan kesempatan bagi perempuan di
Indonesia untuk terlibat dan berpartisipasi dalam semua aspek
pembangunan. Selama perjuangan kemerdekaan, perempuan memainkan

peran mereka dalam pelayanan militer dan di ruang publik (Parawansa,
2005).
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Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, muncul kesempatan yang
ditawarkan untuk perempuan di Indonesia untuk terlibat dalam politik
(Blackburn, 2004). Dalam pemilihan umum pertama tahun 1955, 17
perempuan atau 6,5 persen berhasil terpilih dalam parlemen. Namun,
sampai pemilihan umum pada tahun 1997, persentase perempuan yang
terpilih menjadi anggota parlemen kurang dari 12 persen,

Pada tahun 1995, ada upaya dari aktivis perempuan di dunia untuk
meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen melalui Konferensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Perempuan di Beijing. Dalam konferensi
tersebut, delegasi membahas dua isu penting: kebutuhan untuk
meningkatkan jumlah perempuan di dunia politik dan memperkuat basis
kekuatan mereka (Seda, 2002). Konferensi PBB ini juga mengatur resolusi
yang memberi peluang bagi pemerintah di dunia untuk meningkatkan
jumlah perempuan di parlemen mereka untuk setidaknya 30 persen.
Dengan kuota keterwakilan perempuan di parlemen, diharapkan negara-
negara akan bergerak untuk memfasilitasi perempuan untuk berpartisipasi
dalam politik. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi
resolusi tersebut. Melalui Undang-Undang Pemilu 2008, partai-partai politik
di Indonesia harus menyertakan 30 persen calon perempuan. Pada
pemilihan umum tahun 2009, jumlah perempuan yang terpilih di kursi
legislatif adalah 103 orang atau 18 persen. Namun jumlah tersebut
mengalami penurunan pada pemilihan anggota legislatif tahun 2014,
dimana jumlah perempuan yang terpilih adalah 97 orang atau 17.3 persen
dari 560 kursi (Puskapol Ul, 2014).

Pada saat ini, sebagian perempuan di Indonesia masih memiliki
kesulitan dalam berpartisipasi aktif dalam politik. Tantangan yang hampir
sama dengan kendala yang dihadapi oleh perempuan pada umumnya,
seperti faktor sosial-ekonomi, terutama di daerah pedesaan. Seperti yang
telah disebutkan sebelumnya, hambatan mendasar yang dihadapi oleh
perempuan di Indonesia untuk berpartisipasi dalam politik yang berbasis di
ideologi, kebiasaan tradisional dan prinsip-prinsip agama (Davies, 2005).
Beberapa kalangan di Indonesia masih menganggap bahwa perempuan
harus memprioritaskan pekerjaan rumah tangga. Jika mereka ingin
berpartisipasi dalam arena politik, mereka harus menyeimbangkan antara
pekerjaan rumah tangga dan kegiatan mereka di luar rumah. Terkadang
perempuan disalahkan jika mereka tidak bisa mengelola tugas-tugas ganda
dengan sangat baik. Persepsi ini, yang mungkin berasal dari laki-laki atau
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perempuan itu sendiri, memberikan kontribusi ketidakpercayaan diri bagi
perempuan untuk aktif dalam politik. Di sebagian besar wilayah perkotaan
di Indonesia, kondisi ini jarang ditemukan lagi. Namun, di daerah pedesaan
masih merupakan persepsi umum.

Tantangan lain yang membuat sebagian perempuan di Indonesia
enggan untuk berpartisipasi dalam politik adalah nilai-nilai agama.
Kesetaraan dalam peran politik sering memiliki kendala dari interpretasi
ajaran agama untuk membatasi atau bahkan secara tekstual melarang
perempuan menjadi pemimpin masyarakat. Penafsiran ini sering digunakan
sebagai larangan penampilan perempuan sebagai tokoh masyarakat, mulai
dari lembaga sosial seperti yayasan, organisasi masyarakat hingga
kepemimpinan politik, khususnya kepemimpinan negara. Dalam masyarakat
patriarkal, ada pandangan bahwa pemimpin dalam masyarakat atau negara
seharusnya dimiliki oleh laki-laki, bukan perempuan (Yayasan Cakrawala
Timur Surabaya, n.d). Misalnya, pada tahun 2001 sekeiomg_ok kecil
fundamentalis Islam berdemonstrasi menentang Presiden Megawati
Soekarnoputri di Jakarta, mengklaim bahwa perempuan tidak dapat menjadi
presiden (Davies, 2005).

Pendidikan Politik

Pendidikan politik dapat diajarkan secara formal dan informal di sekolah
maupun di dalam masyarakat. Salah satu bentuk pendidikan politik adalah
pendidikan  kewarganegaraan untuk orang dewasa. Pendidikan
kewarganegaraan didefinisikan sebagai budidaya kebajikan, pengetahuan,
dan keterampilan yang diperlukan untuk partisipasi politik. Partisipasi politik
dapat dilihat sebagai suatu kegiatan oleh warga negara untuk
mempengaruhi proses kebijakan pemerintah yang dirancang baik secara
langsung maupun tidak langsung (Verba & Nie, 1972: Huntinton & Nelson,
1976). Kegiatan politik meliputi pemberian suara dalam pemilihan umum
lokal atau nasional, menjadi anggota organisasi politik, organisasi bisnis, dan
profesi, menandatangani petisi, menghadiri pertemuan, berpartisipasi
dalam demonstrasi, yang secara aktif terlibat dalam kegiatan masyarakat,
menjadi anggota parlemen, kegiatan koperasi, seperti bekerja informal
dengan orang lain untuk memecahkan masalah masyarakat, dan sebagainya.
Zukin (2006) mengkategorikan kegiatan ini sebagai keterlibatan politik. Dia
membedakan keterlibatan politik dan keterlibatan masyarakat. Keterlibatan
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masyarakat mengacu pada partisipasi ditujukan untuk mencapai publik
tetapi biasanya melalui kerjasama langsung dengan orang lain. Keterlibatan
masyarakat biasanya terjadi di kedua lembaga swadaya masyarakat dan
pemerintah, meskipun peran lembaga swadaya masyarakat adalah
signifikan dan harus diakui. Dalam tulisan ini, saya merujuk partisipasi politik
sebagai keterlibatan politik dan keterlibatan masyarakat.

Dalam masyarakat demokratis, pengetahuan kewarganegaraan
diperlukan oleh warga dewasa. Untuk alasan ini, Boggs (1991) berpendapat
bahwa pendidikan orang dewasa juga dapat menjadi agen untuk membantu
mereka dalam mendukung sikap “civic-minded”, dan keterampilan yang
diperlukan untuk berpartisipasi dan terlibat dalam masyarakat. Pendidikan
kewarganegaraan untuk orang dewasa tidak hanya melibatkan belajar
tentang hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga tentang bagaimana
untuk terlibat dan berpartisipasi dalam domain publik. Selain itu, juga tidak
hanya membantu peserta didik memperoleh informasi dan pengetahuan,
tetapi mendorong pengembangan tindakan yang dirancang untuk mencari
solusi untuk suatu situasi (Imel, 2003).

pendidikan kewarganegaraan untuk orang dewasa melibatkan tiga
domain, kognitif, afektif, dan tindakan (Boggs, 1991). Domain kognitif
membantu peserta didik mencapai pengetahuan dan informasi tentang isu-
isu politik, hukum, dan lokal dan nasional. Domain afektif membantu pelajar
dewasa memahami peran emosi dan nilai-nilai bermain dalam urusan sipil
dan untuk memperluas kemampuan mereka untuk membuat pilihan etis
dan nilai melalui analisis moral dan keterampilan interpersonal; juga,
domain afektif membantu dalam mengembangkan pemahaman tentang
perbedaan budaya, politik dan sosial. Domain tindakan membantu mereka
untuk terlibat dalam debat publik dari isu-isu publik dalam berbagai cara
(Imel, 2003).

Pendidikan  kewarganegaraan untuk orang dewasa dapat
diimplementasikan dalam pengaturan pendidikan informal, seperti
pembelajaran berbasis masyarakat yang mungkin terjadi di pusat-pusat
komunitas. Hal ini juga dapat disponsori atau dilaksanakan oleh pemerintah
daerah, lembaga pendidikan orang dewasa, kelompok aksi masyarakat, Non-
Government Organizations (NGO), lembaga pendidikan, kelompok berbasis
agama, organisasi pembangunan internasional, organisasi media, dan sektor
swasta. Instruktur dapat menggunakan beberapa metodologi untuk
memberikan pendidikan kewarganegaraan untuk orang dewasa ini: melalui
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konsultasi dan dukungan layanan bagi komunitas, program kegiatan yang
mengintegrasikan konten sipil dan isu-isu, seminar, lokakarya tentang topik
tertentu dari perhatian warga (Boggs, 1991), diskusi kelompok, drama,
simulasi, role play, program radio dan televisi, dan teknologi informasi (blog,
forum internet). Dalam semua metodologi ini, saya pikir adalah mungkin
untuk mengadopsi pendekatan pedagogi feminis dalam program pendidikan
kewarganegaraan untuk orang dewasa.

Feminisme di Indonesia

Sampai saat ini, Indonesia belum mengembangkan teori feminisme
(Sadli, 2002). Kajian Studi Wanita di Universitas Indonesia, salah satu
universitas bergengsi di Indonesia, telah mengembangkan wawasan baru
tentang isu-isu perempuan dan perempuan Indonesia dalam pengaturan
budaya yang bervariasi, tetapi tidak merupakan tubuh pengetahuan yang
dapat digunakan untuk mengembangkan feminisme khas Indonesia (Sadli,
2002).

Pada awal abad ke-21, feminisme atau bahkan istilah 'feminis’, atau
'feminisme' masih menjadi isu dan dipertanyakan oleh banyak orang
Indonesia, terutama yang tidak memberi perhatian terhadap isu-isu
perempuan atau tidak akrab dengan perkembangan feminisme di negara
lain (Sadli, 2002). Pengertian tentang feminisme dianggap konsep Barat dan
tidak relevan dengan nilai-nilai Indonesia. Salah satu prinsip feminisme
adalah kesetaraan gender, dan prinsip ini diwujudkan dalam Pasal 27 UUD
1945 dan undang-undang lainnya (Sadli, 2002). Dengan demikian, prinsip
kesetaraan gender sebenarnya telah diakui di Indonesia.

Sejak awal era reformasi pada tahun 1998, ketika Indonesia mulai
transisi ke masyarakat yang lebih demokratis, banyak organisasi perempuan
telah bekerja secara aktif pada isu-isu hak-hak perempuan dalam konteks
feminisme, seperti Kapal Perempuan yang berkaitan dengan keadilan
gender dan pluralisme; Kalyanamitra yang peduli dengan hak-hak
perempuan, terutama perempuan yang tertindas; Komisi Nasional Anti
Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan, Suara lbu Peduli
(SIP), dan sebagainya. Misalnya, pada bulan Februari 1998, puluhan
perempuan terdidik yang menamakan dirinya Suara Ibu Peduli (SIP)
mengadakan rapat umum di Jakarta untuk memprotes kegagalan
pemerintah untuk memberikan susu dan makanan pokok lainnya selama
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krisis moneter yang melanda Indonesia (Budianta, 2003). SIP digunakan ibu
dan jaringan berbasis masyarakat sebagai ruang untuk pemberdayaan dan
mengemukakan pendapat. Reli ini juga dapat dilihat sebagai pemecah
keheningan perempuan, yang sebelum reformasi tidak memiliki cukup
kesempatan untuk memiliki suara dalam ruang publik (Budianta, 2003).

Dengan demikian kita dapat melihat bahwa beberapa prinsip feminis
teah mewujudkan diri mereka di Indonesia dan terwujud dalam perhatian
dan konteks yang khas Indonesia. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan
untuk dapat mengembangkan pedagogi feminis dalam pendidikan politik di
Indonesia, selama orang-orang yang ingin melakukannya mengenali mana
prinsip-prinsip dan praktik feminis yang signifikan untuk Indonesia.
Membangun masyarakat di dalam kelas, pemberdayaan perempuan dan
mengembangkan suara mereka, adalah prinsip-prinsip feminis tertentu dan
praktek yang menjadi pusat untuk setiap pedagogi feminis dalam
pendidikan politik Indonesia. '

Implementasi Pedagogi Feminis dalam Pendidikan Politik untuk
Perempuan

Dari sejarah perempuan dalam politik di Indonesia, saya pikir
pendidikan politik masih diperlukan untuk meningkatkan kesadaran mereka
dalam politik atau kehidupan sipil. Juga, saya pikir pedagogi feminis
membantu perempuan untuk lebih memahami materi pelajaran dan terlibat
dalam pelajaran.

Boggs (1991) menunjukkan bahwa pendidikan politik yang ideal harus
melibatkan pendekatan kognitif, afektif dan tindakan di mana perempuan
memperoleh informasi atau pengetahuan tentang isu-isu kompleks,
mengembangkan kebajikan sipil sebagai dasar bertindak dalam ruang
publik, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Untuk
mendapatkan informasi atau pengetahuan, pedagogi feminis diperlukan
untuk memahami sepenuhnya masalah dan peran warga negara dan
membantu peserta didik mengembangkan pengetahuan mereka sendiri
tentang isu-isu dalam masyarakat. Pendekatan ini membantu perempuan
untuk memahami isu-isu sipil lebih mendalam dari perspektif mereka
sendiri, karena dengan pendekatan ini peserta didik membangun
keterampilan berpikir kritis dan membangun dialog atau diskusi dengan
instruktur dan peserta didik lainnya.
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Dengan pedagogi feminis, perempuan juga bisa membangun
pengetahuan atas dasar pengalaman dan makna mereka sendiri. Melalui
proses itu, perempuan dapat memahami hak-hak sipil, tanggung jawab, dan
sebagainya karena mereka telah membangun pengetahuan mereka sendiri
melalui pengalaman dan pengetahuan sipil mereka sendiri. Perempuan juga
didorong untuk bekerja membangun pengetahuan ini dengan orang lain,
karena pengetahuan tidak sedang dibangun secara individual, tapi secara
sosial. Proses ini memungkinkan setiap orang untuk meningkatkan
pemahaman dengan menggunakan pemahaman orang lain.

Sebagai contoh, dalam sebuah lokakarya pendidikan politik, kelompok
pelajar mendiskusikan konsep toleransi. Meskipun instruktur tahu konsep
jawabannya, mereka fokus membantu peserta didik menyatakan kembali
pertanyaan mereka dengan cara yang bermanfaat. Instruktur meminta
setiap peserta didik untuk merenungkan dan meneliti pengetahuan dan
pengalaman mereka saat ini. Ketika salah satu peserta didik datang dengan
konsep yang relevan, instruktur menunjukkan kepada kelompok bahwa
mungkin konsep tersebut adalah jalan masuk bagi mereka untuk
mengeksplorasi. Setelah itu, peserta didik dan instruktur berdialog tentang
apa yang telah mereka pelajari, dan bagaimana diskusi mereka membantu
(atau tidak membantu) mereka untuk lebih memahami konsep. Dari jenis
strategi pembelajaran ini, menurut pendapat saya, pembelajar dapat
memperoleh pengetahuan dan dapat memahami tentang konsep toleransi.
Mereka saling belajar dari satu sama lain dan membangun pemahaman baru
tentang konsep.

Ketika perempuan membangun pengetahuan mereka sendiri dengan
pengalaman mereka sendiri, mereka memiliki kesempatan untuk
mengekspresikan suara mereka sendiri. Saya pikir itu adalah penting bagi
perempuan dalam pendidikan kewarganegaraan untuk orang dewasa untuk
mengetahui dan memahami bahwa mereka memiliki hak untuk didengar.
Pengalaman dari setiap perempuan dalam program mungkin berbeda,
berdasarkan latar belakangnya. Di Indonesia, perbedaan bisa berdasarkan
etnis, agama, pendidikan, status sosial dan ekonomi, dan sebagainya.
Masing-masing pengalaman yang berbeda dapat berkontribusi untuk setiap
anggota kelas, sehingga mereka dapat membangun pengetahuan dari
mereka.

Selain itu, saya pikir pedagogi feminis mempromosikan lingkungan yang
demokratis. Itulah sebabnya konteks lingkungan belajar dalam program
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pendidikan kewarganegaraan untuk orang dewasa harus dalam struktur
demokrasi di mana terdapat hubungan dan kerjasama antara guru dan
peserta didik. Dalam diskusi, semua peserta didik dapat berpartisipasi
dengan kesempatan yang sama dan terbuka, tanpa takut akan pembalasan.
Semua pendapat akan dihargai dan didengar. Untuk itu, menggunakan
pendekatan dialog yang memungkinkan suara peserta didik untuk didengar,
adalah pendekatan pedagogis yang sesuai. Lingkungan yang demokratis juga
dapat dibuat dengan memungkinkan konsensus dan suara untuk
memutuskan kurikulum. Peserta didik memiliki kesempatan untuk terlibat
dalam mengembangkan kurikulum, yang akan menantang mereka untuk
belajar lebih banyak dan menjadi lebih tertarik dan puas dengan proses
pembelajaran. Jenis kegiatan bisa membuat peserta didik menikmati belajar
dan berlatih dalam situasi demokrasi yang nyata dan juga memberi mereka
kekuasaan karena mereka terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
Dalam program pendidikan politik, cara mengajar dan lingkungan belajar
semacam ini adalah contoh yang baik bagi peserta didik untuk memahami
dan merasakan seperti apa proses demokrasi.

Penutup

Saat ini, partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia masih dapat
dianggap rendah. Ada beberapa hambatan dalam ranah politik, sosial-
ekonomi, psikologi, adat istiadat, ideologi, dan nilai-nilai agama. Salah satu
cara untuk mengatasi hambatan tersebut adalah pendidikan politik.
Menurut Boggs (1991), pendidikan politik yang ideal harus melibatkan
domain kognitif, afektif dan tindakan di mana peserta didik memperoleh
informasi atau pengetahuan tentang isu-isu kompleks, mengembangkan
kebajikan sipil sebagai dasar bertindak dalam ruang publik, dan menjadi
warga negara yang bertanggung jawab.

Tiga domain seperti kognitif, afektif dan tindakan dapat diterapkan jika
kita menggunakan pedagogi feminis dalam program pendidikan politik,
karena dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan pemahaman
mereka tentang hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara.
Dalam lingkungan belajar feminis, peserta didik secara aktif terlibat dalam
proses belajar mengajar. Mereka dapat terlibat lebih dalam dengan
pelajaran, sehingga meningkatkan pemahaman mereka tentang politik. Saya
menyarankan penggunaan pedagogi feminis dalam mengembangkan
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program pendidikan politik bagi perempuan dapat digunakan untuk ke
depannya, tidak hanya untuk perempuan di Indonesia tetapi juga untuk
semua kalangan, baik untuk laki-laki, perempuan, anak-anak, maupun
dewasa, dan mungkin merupakan cara yang cukup layak dan berkelanjutan
untuk budaya Indonesia.
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